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Abstract 

 
General Background: Since the Reform Era, Indonesia has undergone extensive political and 

constitutional transformation that renewed demands to reorganize national governance through 

amendments to the 1945 Constitution. Specific Background: The re-emergence of constitutional 

amendment discourse after 27 years of Reform raises concerns about unstructured changes that may 

weaken constitutional authority and threaten national integrity. Knowledge Gap: Indonesia has not 

yet established explicit constitutional provisions identifying which foundational norms must remain 

unamendable. Aims: This study aims to formulate a normative framework for determining non- 

amendable constitutional provisions to ensure orderly amendments and preserve constitutional 

stability. Results: The findings show that the MPR must adopt fundamental agreements protecting 

the following from amendment: the Preamble, the state ideology, the goals of the state, the form of 

the state, the separation of powers under checks and balances, human rights guarantees, and 

procedures for constitutional amendment in emergencies. Comparative analysis shows that many 

countries, including Germany, France, Portugal, Spain, and Turkey, maintain similar immutable 

clauses. Novelty: This study offers a comprehensive normative construction of unamendable 

provisions within Indonesia’s constitutional framework. Implications: Explicitly regulating 

immutable constitutional clauses is essential to safeguard constitutional supremacy and prevent 

national disintegration. 

 
Highlights: 

 
Identifies core constitutional elements that must remain unamendable to preserve state 

integrity. 

 
Highlights the need for structured and principled constitutional amendment procedures. 

 
Shows that Indonesia aligns with global constitutional practices protecting foundational 

norms. 

 

 
Keywords: Constitutional Amendment, Unamendable Provisions, Constitutional Stability, Indonesia, 

Constitutional Law 

 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/
mailto:ibra.205220249@stu.untar.ac.id
mailto:tundjung@fh.untar.ac.id


Academia Open 

Vol. 10 No. 2 (2025): December 

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12969 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

7/12 

 

 

 

 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/


Academia Open 

Vol. 10 No. 2 (2025): December 

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12969 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

8/12 

 

 

Pendahuluan 
 

Indonesia memasuki suatu fase sejarah yang sepenuhnya baru pada tanggal 21 Mei 1998, sebuah momen yang kemudian 

dikenal luas sebagai awal dari Era Reformasi. Tonggak perubahan tersebut ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Orde 

Baru setelah Presiden Soeharto, yang telah memimpin negara selama lebih dari tiga dekade sejak 1967, menyatakan 

pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. [1] Kejatuhan rezim Orde Baru bukanlah peristiwa yang 

terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong 

masyarakat untuk menuntut perubahan mendasar dalam pola penyelenggaraan pemerintahan. 

 
Situasi krisis multidimensi yang terjadi pada saat itu memicu gelombang aspirasi publik untuk melakukan penataan kembali 

sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan masyarakat tidak hanya terbatas pada perubahan struktur politik, 

tetapi juga mencakup pembaruan terhadap prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan ketatanegaraan Indonesia. 

Beragam desakan yang muncul pada masa Reformasi tersebut mencerminkan keinginan kuat rakyat untuk menghadirkan 

tatanan negara yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. [2] 

Perubahan tersebut memunculkan tuntutan masyarakat untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara [3]. 

 
Perubahan tersebut memunculkan tuntutan masyarakat untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan 

pada masa itu yaitu [4]: (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); (2) 

Penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); (3) Penegakan supremasi hukum, perlindungan 

dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); (4) 

Desentralisasi serta perwujudan hubungan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah; (5) Terjaminnya kebebasan pers; 

dan (6) Penguatan demokrasi. 

 
Tuntutan amandemen UUD 1945 bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kelemahan yang terdapat dalam 

konstitusi tersebut. Kelemahan tersebut meliputi [4]: (1) Minimnya landasan konstitusional bagi penyelenggaraan kehidupan 

yang demokratis; (2) Minimnya landasan konstitusional pemberdayaan masyarakat; (3) Minimnya perlindungan dan 

penghormatan HAM; dan (4) Adanya ketentuan-ketentuan yang menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya mengakibatkan 

penyelenggaraan pemerintahan melanggar prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga membuka ruang bagi 

lahirnya pemerintahan yang otoriter, terpusat, dan tertutup [5]. 

 
Dalam melakukan amandemen UUD 1945 untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak terarah, pada Sidang Umum 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan dasar sebagai panduan bagi setiap 

anggota MPR, yaitu [6]: (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; (3) penjelasan UUD 1945 ditiadakan, dan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; 

dan (4) perubahan dilakukan dengan cara adendum. Sejak era Reformasi yang telah berlangsung 27 tahun, wacana usulan 

amandemen UUD 1945 kembali muncul, yaitu: (1) kembali kepada naskah asli UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri 

bangsa [7]; dan (2) Amandemen UUD 1945 yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara [8]. Jika perubahan 

dilakukan secara tidak terarah, hal ini dapat meruntuhkan kewibawaan dan kehormatan konstitusi, serta menimbulkan 

disintegrasi bangsa. 

 
Berdasarkan hal tersebut, muncul urgensi pengaturan ketentuan yang tidak boleh diubah dalam amandemen konstitusi 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan secara terarah, menjaga kewibawaan dan kehormatan konstitusi, serta menghindari 

disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Urgensi Pengaturan Ketentuan Tidak Boleh Diubah dalam 

Amandemen Konstitusi Indonesia.” 

 

Metode 
 

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada penelaahan 

terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab isu-isu hukum yang menjadi objek kajian. Dalam 

kerangka penelitian normatif, analisis dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga penelitian 

ini secara langsung berkaitan dengan studi kepustakaan yang mengevaluasi struktur, logika, dan konsistensi sistem hukum 

yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, karena tidak hanya berhenti pada proses pengkajian, melainkan 

juga berupaya merumuskan rekomendasi mengenai langkah normatif yang seharusnya ditempuh guna menyelesaikan 

permasalahan hukum yang diidentifikasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan pedoman, prinsip, 

maupun kaidah hukum baru yang dapat memberikan arah penyelesaian permasalahan secara lebih komprehensif dan 

terukur. [9] 

 
Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen hukum dan 

literatur ilmiah. Data sekunder tersebut terdiri dari beberapa kelompok bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu 

peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3); serta 

Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Tata Tertib MPR. Seluruh ketentuan tersebut digunakan sebagai 

landasan untuk menilai konsistensi norma dan kewenangan lembaga negara terkait fokus penelitian. 

 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu kegiatan penghimpunan, 

pembacaan, dan analisis mendalam terhadap seluruh bahan tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk mendukung 

analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan 
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(statutory approach) yang menelaah seluruh perangkat regulasi yang relevan. Kedua, pendekatan komparatif (comparative 

approach), yang membandingkan ketentuan mengenai norma konstitusional yang bersifat tidak dapat diubah (immutable 

provisions) di berbagai negara, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai standar internasional atau praktik terbaik 

yang dapat menjadi rujukan bagi sistem hukum nasional. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, bahan hukum tidak diolah melalui perhitungan numerik, melainkan 

melalui interpretasi, penalaran hukum, dan konstruksi argumen normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, 

logis, serta selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku. 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembentukan hukum, serta dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dimaknai sebagai fondasi normatif,  

tetapi juga sebagai kumpulan nilai-nilai moral dan filosofis yang telah terbentuk melalui perjalanan sejarah dan kebudayaan 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memiliki legitimasi historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis yang membuat Pancasila 

menjadi pedoman etis sekaligus ideologis bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. [10] Sebagai staatsfundamentalnorm, 

Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi rujukan dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Dengan kedudukan tersebut, setiap produk hukum baik di tingkat konstitusi maupun peraturan 

perundang-undangan di bawahnya wajib selaras dengan prinsip, nilai, serta cita hukum yang terkandung dalam Pancasila. 

Dalam konteks perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pancasila memegang peranan penting sebagai pedoman yang mengarahkan proses perubahan konstitusi[11] 

 
Konstitusi Republik Indonesia menempatkan prinsip negara hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan 

ketatanegaraan, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menandaskan bahwa seluruh mekanisme pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan, serta 

pembentukan norma hukum harus berpijak pada supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

bagi warga negara. Di samping itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengukuhkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, 

sehingga setiap tindakan dan kebijakan negara wajib dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat yang disalurkan melalui 

mekanisme konstitusional. Dalam kerangka perubahan konstitusi, UUD 1945 telah menyediakan tata cara yang jelas dan 

terstruktur mengenai prosedur amandemen. Ketentuan ini termuat secara rinci dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4), 

yang mengatur mulai dari pihak yang berwenang mengusulkan perubahan, persyaratan kuorum persidangan, hingga 

batasan-batasan prinsipil mengenai bagian-bagian UUD yang tidak dapat diubah. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan 

bahwa proses amendemen konstitusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang ketat 

dan terukur untuk memastikan stabilitas ketatanegaraan serta menjaga integritas dasar-dasar konstitusional bangsa. 

Dengan demikian, perubahan terhadap UUD 1945 senantiasa harus dilakukan dalam koridor hukum, demokrasi, dan prinsip 

kedaulatan rakyat yang menjadi roh dari konstitusi Indonesia. 

 
Berdasarkan kewenangannya, MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD. Tata cara perubahan UUD sebagai berikut: (1) 

Usul perubahan pasal UUD diajukan oleh paling sedikit 1/3 anggota MPR secara tertulis; (2) Usul tersebut disampaikan 

kepada pimpinan MPR, yang memeriksa kelengkapan persyaratan paling lama 30 hari sejak diterima; (3) Pimpinan MPR 

mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan kelompok anggota untuk menilai kelengkapan usul; (4) Jika usul tidak 

lengkap, pimpinan MPR menyampaikan penolakan tertulis, jika lengkap, pimpinan wajib menyelenggarakan sidang 

paripurna dalam waktu 60 hari dan memberikan salinan usul kepada anggota 14 hari sebelum sidang; (5) Dalam sidang, 

pengusul menjelaskan usul, fraksi menyampaikan pandangan umum, dan dibentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul; (6) 

Panitia melaporkan hasil kajian, yang kemudian diikuti pandangan umum fraksi; dan (7) Sidang dihadiri minimal 2/3 anggota 

MPR, dan pengubahan disetujui apabila disetujui oleh 50% tambah 1 anggota. 

 
Amandemen konstitusi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas penyelenggaraan negara dalam kerangka sistem 

ketatanegaraan [12]. Apabila dilakukan dengan baik, amandemen konstitusi dapat memberikan dampak positif sebagai 

berikut [13]: (1) Amandemen konstitusi menutup kekosongan hukum (legal gap), sehingga konstitusi menjadi lebih lengkap 

dan menjamin kepastian hukum [14]; (2) Amandemen konstitusi memperjelas pasal-pasal yang multitafsir agar interpretasi 

hukum menjadi seragam dan mencegah konflik [15]; (3) Amandemen konstitusi menegakkan HAM sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi warga negara [16]; (4) Amandemen konstitusi menyesuaikan konstitusi dengan kewajiban 

internasional agar hukum nasional selaras dengan standar global [17]; (5) Amandemen konstitusi memperkuat checks and 

balances agar kekuasaan antar lembaga negara tetap seimbang dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

[18]. 

 
Sebaliknya, apabila dilakukan dengan buruk, amandemen konstitusi dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut: (1) 

Hilangnya kewibawaan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara; (2) Amandemen konstitusi yang memusatkan kekuasaan merusak menimbulkan ketimpangan distribusi 

kekuasaan [19]; (3) Amandemen konstitusi yang sarat kepentingan politik menimbulkan polarisasi, serta meningkatkan 

ketegangan antar partai dan kelompok masyarakat [20]; (4) Amandemen konstitusi yang dijadikan alat politik elit 

menurunkan legitimasi pemerintah dan lembaga negara, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem 

ketatanegaraan [21]; (5) Amandemen konstitusi yang dipengaruhi oleh tekanan kelompok berkepentingan menghasilkan 

kebijakan yang berpihak pada segelintir pihak dan mengabaikan kepentingan rakyat [22]. 

 
Dalam upaya melakukan amandemen konstitusi, MPR harus menetapkan kesepakatan dasar mengenai ketentuan yang tidak 

boleh diubah dalam amandemen Konstitusi Indonesia, yaitu: (1) Pembukaan UUD 1945 [23]; (2) dasar negara (staatrecht); (3) 

tujuan negara (staatidee); (4) bentuk negara; (5) pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip saling mengawasi dan 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/


Academia Open 

Vol. 10 No. 2 (2025): December 

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12969 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

10/12 

 

 

mengimbangi (checks and balances) [24]; (6) perlindungan dan penghormatan HAM;dan (7) ketentuan mengenai perubahan 

UUD ketika negara berada dalam keadaan darurat. [25] 

 
Dalam konteks global, berbagai negara telah mengatur ketentuan yang tidak boleh diubah dalam amandemen konstitusi. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan tabel perbandingan ketentuan yang tidak boleh 

diubah dalam amandemen konstitusi di beberapa negara. 

 
Tabel 1. Ketentuan yang Tidak Boleh Diubah dalam Amandemen Konstitusi di Beberapa Negara 

 

Negara Ketentuan Konstitusi Substansi 

Jerman Pasal 1, 20, dan 79 ayat (3) Grundgesetz (a) Martabat manusia 

(b) Bentuk negara 

(c) Demokrasi 

(d) Federalisme 

(e) Negara Hukum  

Perancis Pasal 89 Constitution de la Cinquième 

République 

(a) Bentuk negara 

(b) Integritas wilayah negara 

Portugal Pasal 288 Constituição da República 

Portuguesa 

(a) Kemerdekaan dan kesatuan 

(b) Bentuk negara 

(c) Pemisahan Gereja Negara  

(d) Hak-hak warga negara 

(e) Otonomi lokal  

(f) Sistem ekonomi campuran 

Spanyol Pasal 168–169 Constitución Española de 1978 (a) Bentuk negara 

(b) Integritas wilayah negara  

(c) Demokrasi 

(d) Supremasi hukum 

Turki Pasal 4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (a) Bentuk negara 

(b) Demokratis 

(c) Sekuler 

(d) Sosial 

(e) Negara hukum 

(f) Hak asasi manusia 

(g) Integritas wilayah negara 

(h) Bahasa negara 

(i) Bendera 

(j) Lagu kebangsaan 

(k) Ibu kota negara 

Rumania Pasal 152 Constituția României (a) Karakter nasional  

(b) Independen  

(c) Kesatuan  

(d) Tak terpisahkan dari negara  

(e) Bentuk pemerintahan 

(f) Integritas teritorial  

(g) Independensi kehakiman 

(h) Pluralisme politik  

(i) Bahasa resmi  

(j) Hak-hak warga negara 

Ukraina Pasal 157 Конституція України (a) Hak-hak warga negara 

(b) Kemerdekaan negara 

(c) Kesatuan wilayah negara 

Rusia Pasal 1-16 Конституция Российской 

Федерации 

(a) Demokrasi  

(b) Federasi  

(c) Negara hukum  

(d) Bentuk pemerintahan  

(e) Hak dan kebebasan manusia  

(f) Kedaulatan rakyat  

(g) Kesatuan wilayah  

(h) Pembagian kekuasaan  

(i) Independensi lembaga negara  
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(j) Multi-partai  

(k) Negara sekuler  

(l) Supremasi konstitusi 

(m) Pluralisme politik 

Cape Verde Pasal 313 Constituição da República de Cabo Verde (a) Kemerdekaan nasional  

(b) Keutuhan wilayah nasional  

(c) Kesatuan negara  

(d) Bentuk pemerintahan 

(e) Hak pilih  

(f) Pemisahan kekuasaan negara  

(g) Otonomi kekuasaan lokal  

(h) Kemerdekaan kekuasaan 

(i) Kebebasan politik  

(j) Hak konstitusional 

Mozambik Pasal 292 Constituição da República de Moçambiqu (a) Kemerdekaan  

(b) Kedaulatan  

(c) Kesatuan negara  

(d) Bentuk negara 

(e) Sekuler 

(f) Hak dasar  

(g) Kebebasan  

(h) Jaminan hak  

(i) Hak pilih 

(j) Pluralisme ekspresi  

(k) Kebebasan partai politik 

(l) Pemisahan kekuasaan 

 

 
Secara substansial, pengalaman berbagai negara menunjukkan pentingnya mengatur ketentuan yang tidak boleh diubah 

dalam amandemen konstitusi. Dengan adanya pengaturan tersebut, amandemen dapat dilakukan secara terarah, 

berdasarkan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi, dan menjaga stabilitas sistem hukum nasional serta 

penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

 

Simpulan 
 

Dalam dinamika amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2022, sebelum perubahan dilakukan, telah ditetapkan suatu 

kesepakatan dasar untuk mencegah terjadinya amandemen yang tidak terarah. Pada Sidang Umum MPR, seluruh fraksi 

menyepakati bahwa amandemen harus dilaksanakan secara terarah, berlandaskan konsep negara hukum yang menjunjung 

tinggi konstitusi, serta bertujuan mencegah disintegrasi bangsa. Setelah 27 tahun Reformasi berjalan, wacana perubahan 

UUD 1945 kembali muncul. Dalam konteks tersebut, MPR seharusnya menetapkan kesepakatan dasar mengenai ketentuan 

yang tidak boleh diubah dalam proses amandemen, yang mencakup: (1) Pembukaan UUD 1945; (2) dasar negara; (3) tujuan 

negara; (4) bentuk negara; (5) pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances; (6) perlindungan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia; serta (7) ketentuan mengenai perubahan UUD ketika negara berada dalam 

keadaan darurat. Secara global, beberapa negara, termasuk Jerman, Prancis, Portugal, Spanyol, Turki, Rumania, Ukraina, 

Rusia, Cape Verde, dan Mozambik. 

 
Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar ketentuan yang tidak boleh diubah dalam amandemen konstitusi diatur secara 

eksplisit dalam Konstitusi Indonesia. 
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